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Salam ProdIP News

Penguatan Skill Practice Mahasiswa
dengan 2 Tahap Program Magang

Pembaca Prodip News Edisi 11 2017 yang budiman, pada
salam edisi kali ini Program Studi Ilmu Pemerintahan
UMM (IP-UMM) dengan bangga melakukan launching 2
(dua) tahapan program magang bagi mahasiswa sebagai
bentuk penguatan skill praktik lapangan. Melalui
Lokakarya Magang Riset Pemerintahan, didukung oleh
kebutuhan pihak pengguna akan supporting system SDM
mahasiswa Ilmu Pemerintahan serta apresiasi positif dan
kuatnya minat mahasiswa dalam melakukan program
magang, oleh karena itu [P UMM menetapkan Program
Governance Internship Program (GIP) yang dapat
diprogram pada saat libur semester bagi mahasiswa
semester IV. Program ini dapat dilakukan pada instransi
Pemerintah, Swasta dan Non Government Organisation
(NGO) yang berada pada daerah asal masing-masing
mahasiswa. Luaran dari program GIP ini adalah Laporan

Government Science Activities

Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM). Program ini juga merupakan
program pemantapan skill lapang
mahasiswa sebelum menempuh
Program Terstruktur Magang Riset
Pemerintahan (MRP) pada semester
VII yang penempatannya pada instansi

Ketua Prodi llmu Pemerintahan UMM
Hevi Kurnia Hardini, MA.Gov

Governace pada area Malang Raya,
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintahan Pusat.
Program MRP merupakan program unggulan dan merupakan
cirikhas IP UMM. Luaran dari program MRP ini adalah Laporan
Magang Riset dan perluasan jaringan serta percepatan
keterserapan calon alumni pada instansi tempatan magang.

* Pengarah Redaksi,
dan Ketua Jurusan [lmu Pemerintahan FISIP UMM.

Kuliah Tamu llmu Pemerintahan
“Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk World Class Birokrasi”

Pemahaman yang lebih kompleks
yang harus diketahui oleh mahasiswa
yaitu tentang proses penyelenggaraan tata
pemerintahan yang efektif. Proses

melakukan pembaharuan dan peningkatan
# sistem pemerintahan negara dalam
| pembangunan, perlindungan dan
pelayanan masyarakat, guna mendorong

penyelenggaraan pemerintahan tersebut
harus di dukung oleh kinerja birokrasi
yang mapan dan akuntabel. Untuk
memberikan pemahaman terkait dengan
proses penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, sekaligus sebagai
tanggungjawab akademik dalam
memberikan pemahaman terhadap
mahasiswa, Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP-UMM melaksanakan
kuliah tamu dengan menghadirkan
praktisi dari Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan yang diselenggaran pada Hari Sabtu, 29 April 2017
yang bertempat di Ruang Sidang Senat Universitas Muhammadiyah
Malang tersebut mengusung tema “Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk World Class Birokrasi” tersebut bertujuan untuk memperkuat
semangat reformasi telah mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk

FULIAL 1AMY | D]

TATA KILOLA INFORMASI PUBLIK DAN MANATEMEN
APARATUR PEMERINTARAN

Dosen limu Pemerintahan dan mahasiswa selepas acara
kuliah Tamu dengan Pembicara dari BKD Provinsi Jawa Timur

kebutuhan dan kepentingan masyarakat
dan mampu bersaing di era global.

Hasyim Asy'ari, S.IP., M.Si yang
merupakan Kepala Bidang Perencanaan
Formasi, Pengadaan dan Data
Informasi, Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa
untuk menjadi Word Class birokrasi
setidaknya perlupembangunan manusia
dalam dua aspek, yaitu pembangunan
sektor unggulan serta pemerataan dan
kewilayahan. Karena faktor sumber daya
manusia menentukan kualitas
pembangunan sektor unggulan. Jika kedua
aspek tersebut terpenuhi, maka pelaksanaan pemerintahan di Indonesia
akan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan hal tersebut
sejalan dengan kehendak rakyat agar pemerintah memberikan perhatian
yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) untuk mencapai Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN.”
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat menciptakan
birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani secara bersih dari KKN dan
politisasi, serta kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang
diemban dalam melayani masyarakat dunia usaha/investasi. Disamping
itu, untuk membangun reformasi birokrasi yang bisa bersaing di dunia
internasional, pemerintah juga harus lebih peka dalam memperhatikan
isu-isu strategis yang terjadi baik di masyarakat maupun dalam ranah
internasional, seperti isu global tentang politik internasional yang
dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan keamanan bagi setiap
Negara, tuntutan nasional seperti pemenuhan ketersediaan infrastruktur
dasar dengan standar pelayanan minimun, ketahanan nasional dalam
bidang pangan, air dan energi serta kompleksitas manajemen ASN yang
nantinya akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan,
pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pelayanan
publik.

Dalam konteks Indonesia, walaupun reformasi sudah berjalan,
namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi, antara lain; struktur
organisasi yang kurang proporsional karena kelembagaan pemerintah
belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien dan rasional,
rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintahan
dalam mengemban tugas dan amanahnya, praktik KKN belum
sepenuhnya teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan
masyarakat, terabaikannya nilai etika dan budaya kerja serta sistem dan
prosedur kerja yang kurang efektiv dan efisien di lingkungan instansi
pemerintahan. Berkaitang dengan hal tersebut di atas, Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sering mendapat sorotan terhadap kinerjanya, dikarenakan
image yang tercipta dari PNS terlanjur buruk, seperti kurang produktif,
suka korupsi dan menghamburkan uang negara, rendahnya etos kerja,
sering bolos, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Hasyaim Asy'ari menegaskan untuk mencapai World
Class Birokrasi, juga diperlukan transformasi birokrasi dan pengelolaan
sumber daya manusia aparatur yang bersih dari KKN dan politisasi,
kompeten dalam pelaksaan tugas dan tanggung jawab serta melayani

masyarakat sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang-undang
ASN Nomor 5 Tahun 2015. Birokrasi yang baik juga harus mampu
melakukan pelayanan publik yang baik, yang mampu membuat
masyarakatnya puas terhadap pelayanan yang diberikan, bebas dari
KKN dan akuntabilitas kinerja yang bagus.Disamping itu, tujuan utama
dari diberlakukannya UU ASN adalah untuk meningkatkan dan
menciptakan Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja atau
Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan
Publik serta Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara.

Prinsip dasar dalam Undang-undang ASN dan pengembangan
ASN kini juga menerapkan “Sistem Merit” yaitu kebijakan dan
manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja
secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
agama, asal-usul, jenis kelamin, status, umur ataupun kondisi kecacatan.
Sistem ini diterapkan dalam kebijakan dan manajemen ASN di provinsi
Jawa Timur, yakni seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif,
menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward and punishment
berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan
publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien serta melindungi
pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.

Harapan dengan diterapkannya sistem merit (merit system) yaitu
pertama, adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang
pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
tingkat pendidikan formal, non-formal, pengalaman kerja, pendidikan
dan latihan teknis serta tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan.Kedua,
dapat membawa perubahan dalam manajemen kepegawaian serta
pengembangan kapasitas pegawai di Indonesia yang berdampak pada
kinerja pegawai ASN yang nantinya akan diukur setiap tahun secara
individual dan sistem penggajian yang berdasar pada beban kerja yang
diberikan.Kedua harapan tersebut secara tidak langsung akan memberi
pengaruh terhadap penerapan sistem merit dalam promosi jabatan
meliputi regulasi, kontrol eksternal dan komitmen pelaku/pegawai yang
bersangkutan.(kml)

Lokakarya Magang Riset untuk memperkuat
Integrasi Teori dan Praktik Pemerintahan

Program magang riset
pemerintahan adalah aktifitas
akademik yang dilaksanakan di
luar kelas dengan memadukan
konsep teoretik dan praktik
pemerintahan yang diarahkan
untuk membekali kemampuan
praktik pemerintahan kepada
mahasiswa dalam rangka
memperkuat kapasitas
keilmuan, dan profesionalitas.
Program ini digagas sejak tahun
2010 untuk mengembangkan
atmosfir akademik mahasiswa,
serta mengitegrasikan teori dan
praktik dalam pelaksanaan
pemerintahan. Upaya untuk memperkuat paduan teoritik dan praktik
yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa,
Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan Lokakarya Magang
Riset Pemerintahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Mei 2017
bertempat di Ruang Pertemuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang.

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Integrasi Teori
dan Praktik Pemerintahan” ini menghadirkan seluruh Dosen Program
Studi Ilmu Pemerintahan, dan stakeholder terkait yang selama ini
terlibat dalam pelaksanaan magang riset pemerintahan. Stakeholder
tersebut berasal dari beberapa Instansi, diantaranya Bappeda Kota Batu,
Humas Kota Batu, BKD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang
dan BPBD Kota Malang. Kehadiran Stakeholder tersebut dirasa sangat
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Suasana Pengambilan Gambar Dosen [P-UMM Bersama
Stakeholders Pemerintah Malang Raya

penting kaitannya dalam
“ | memperkuat semangat pelaksanaan
magang riset pemerintahan.

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Hevi Kurnia
Hardini, MA. Gov menegaskan
bahwa pelaksanaan lokakarya
magang riset pemerintahan ini
ditujukan untuk memperkuat
terintegrasinya koneksi antara
Perguruan Tinggi dengan
pemerintah, swasta dan BUMN.
Karena Mahasiswa merupakan
generasi penerus yang harus dibekali
dan kenalkan sejak dini tentang
dunia kerja yang sebenarnya. Pada
saat magang itulah diharapkan mahasiswa dapat membantu pelaksanaan
pemerintahan dan dapat memberikan sumbangsih ide dan gagasan untuk
membangun negara.

Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si yang merupakan penggagas
magang riset pemerintahan saat beliau menjabat sebagai Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM menguraikan sejarah lahirnya ide
program magang riset. Dosen senior yang sekaligus yang dituakan
dalam Program Studi [lmu Pemerintahan mengatakan bahwa asal mula
program magang riset berawal ketika Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP UMM mendapatkan program PHKI (Program Hibah Kompetisi
Institusi) dari Dikti yang diterimakan kepada Program Studi yang
orientasinya untuk mengembangkan Program Studi. Pengembangan
tersebut diarahkan untuk program bidang akademik, penelitian dan
bidang tata kelola.
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Salah satu program yang penting adalah pengembangan kapasitas
mahasiswa Ilmu Pemerintahan di bidang penelitian dan akademik.
Filosofinya adalah untuk mengembangkan Program Studi Ilmu
Pemerintahan, dan tidak sekedar menempatkan mahasiswa di lapangan
kerja, akan tetapi mahasiswa dituntut untuk menjadi analis dan pelaku
khususnya di bidang pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, program
pengembangan dalam bentuk magang riset ini sebagai sarana
memperjuas jaringan tempat magang riset pemerintahan di tingkat
daerah dan best practice laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.

Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Drs. Krishno
Hadi, MA menegaskan bahwa Magang Riset Pemerintahan sebagai
sarana belajar mahasiswa di luar kelas, mahasiswa diharapkan
mempunyai bekal sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya.
Stakeholder adalah pasar yang akan mempertemukan birokrasi dan
Perguruan Tinggi. Selain itu, riset dan magang adalah dua hal yang bisa
dikolaborasikan untuk bisa menciptakan dan memotret fenomena
birokrasi yang sesungguhnya. Salahsatunya adalah ide yang bagus yang
dimiliki oleh pemimpin. Ide saja tidaklah cukup dan tidak akan berjalan
mulus ketika tidak diimbangi oleh sumberdaya yang mumpuni. Dan
pemimpin akan kesulitan dalam melaksanakan ide dan inovasi yang
dimiliki karena untuk menggerakkan sumberdaya pelaksana
pemerintahan memerlukan komitmen yang tinggi.

Studi pemerintahan, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan

mutakhir yang terjadi dalam lingkup pemerintahan. Jika terjadi
perubahan pada legal basis penyelenggaraan pemerintahan, maka
konsekuensinya akan merubah tata kelola pemerintahan baik dalam
keseluruhannya maupun aspek tertentu dari penyelenggaraan
pemerintahan. Pendek kata, studi pemerintahan harus mengetahui setiap
perkembangan legal basis penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu
upaya untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi terkini
penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui program magang riset
pemerintahan.

Adapun hasil dari pelaksanaan lokakarya magang riset
pemerintahan ini setidaknya telah mendapatkan berbagai masukan dari
stakeholder terkait pelaksanaan magang ke depannya. Seiring dengan
semakin beasarnya kebutuhan pasar, Program Studi [Imu Pemerintahan
semakin mengembangkan jejaring tidak hanya di Malang Raya, akan
tetapi pelaksanaan magang riset pemerintahan sudah diperluas hingga ke
berbagai Kementrian RI dan Swasta murni. Karena pelaksanaan magang
riset pemerintahan ini akan sangat berguna bagi instansi, institusi dan
mahasiswa untuk membangun good governance. Untuk mencapai tata
kelola dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, maka Program Studi
Ilmu Pemerintahan harus mempersiapkan daya dkung keilmuan dan
membekali mahasiswa untuk mendapatkan tempat magang riset
pemerintahan yang sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan
pemahaman mahasiswa terhadap lembaga. (kml)

Kuliah Tamu Tata Kelola Pemerintahan
“E-Government dalam Smart City menuju Effective Government”

Pembicara Kuliah Tamu Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc
menyampaikan pemaparan kuliah tamu kepada mahasiswa

Upaya untuk memperkaya ilmu pengetahuan mahasiswa di
bidang tata kelola pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan
melaksanakan Kuliah Tamu yang menghadirkan Prof. Dr. Achmad
Nurmandi, M.Se. sebagai pakar di bidang Urban Manajemen dan
merupakan Wakil Rektor V Bidang Kerjasama Luar Negeri sekaligus
Ketua Asosiasi I[lmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
se-Indonesia (AIPPTM). Pakar ini dihadirkan dengan semangat
Internasionalisasi Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dan
tanggungjawab moral lembaga dalam pengembangan akademik
khususnya dalam lingkup kajian ilmu pemerintahan yang mutakhir.

Prof. Nurmandi, menegaskan bahwa kecenderungan
pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini tidak dapat
dihindari lagi. Untuk itu, konsep digital e-government harus
dipersiapkan secara matang, agar dapat menghindari terjadinya
kegagalan dan penurunan kinerja layanan. Penggunaan teknologi
internet harus menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran
informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan
warga masyarakat (Government to Community), pelaku bisnis
(Government to Business), dan tentunya dengan pihak pemerintah
sendiri (Government  to Government). Dalam hal ini, konsep

transformasi adalah hal utama yang harus diterapkan, bukan sekedar
pemakaian teknologinya saja, melainkan pemanfaatan teknologi yang
dapat men-dukung dalam sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan
publik ke arah yang lebih baik.

Penerapan inisiatif e-government telah menyebar di
Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Seperti Gojek dan
Gocar yang sudah membuktikan keberhasilannya dalam mmemberikan
pelayanan kepada masyarakat. E-government yang diterapkan gojek
merupakan suatu terobosan yang luar biasa bagi masyarakata.
Banyaknya peminat dan pengguna gojek adalah salah satu tolak ukur
bahwa sistim digital dapat menjadikan masyarakat pengguna dari moda
tradisional ke elektronik atau digital. Selain itu, pembayaran melalui
elektronik melalui metode kartu (non cash) yang diterapkan oleh
berbagai toko dan moda transportasi adalah salah satu pelayanan untuk
memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Singkat kata, usaha
pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus
memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam
organisasi, serta dampak-dampak ikutannya.

Lebih lanjut, Prof. Nurmandi mengatakan bahwa di Indonesia,
pelaksanaan e-government masih menimbulkan pro dan kontra
baik ditingkat pemerintahan maupun dari masyarakat. Hal ini
dipicu karena tidak adanya payung hukum yang kuat sehingga
melahirkan adanya ketidaksiapan mental bersaing masyarakat
dan pemerintah di era industrialisasi. Transformasi tradisional
government menjadi e-government menjadi salah satu isu kebijakan
publik yang terus dikembangkan. oleh karena itu, tidak cukup dengan
hanya mengandalkan Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi
dalam menerapkannya, akan tetapi perlu diperkuat dengan Peraturan
Presiden atau Undang-undang yang dapat memberikan kekuatan hukum
dalam pelaksanaan e-government. Tujuannya adalah agar hubungan
dalam tata pemerintahan (governance) yang melibatkan pemerintah,
pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif,
produktif dan responsif.

Pakar Urban Manajemen tersebut kembali menegaskan bahwa
penggunaan teknologi internet yang diharapkan dapat menjadi wahana
dalam proses pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan
kegiatan transaksi dengan masyarakat, pelaku bisnis dan pihak
pemerintah sendiri. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah konsep
transformasinya, e-government bukan sekedar memanfaatkan
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teknologi semata, melainkan adanya sistem pembuatan kebijakan dan
pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Pengembangan aplikasi e-
government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga
diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintahan
dan kesiapan dari masyarakat. Ketidak- siapan sumber daya manusia,
budaya organisasi, sarana dan prasarana teknologi informasi
(infrastruktur), serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat
langsung dapat menjadi penyebab kegagalan dalam menerapkan e-
government. Akan tetapi salah satu isu yang berkembang saat ini terkait
dengan penerapan e-government di Indonesia adalah kurang
optimalnya produk-produk Teknologi Informasi (TI) di lingkungan
pemerintah dan upaya imple- mentasi e-government yang kurang
bersinergi.

Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-
Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait
dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor
lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat;
makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat

menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi
dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini,
membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan
dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali
potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di
samping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing,
dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu,
dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam
mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan
amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan manajerial
yang baik, bukan hanya ingin menjaga imej atau nama baiknya.
Keputusan politik memang tidak dapat menguntungkan semua orang,
tapi adalah lebih baik jika keputusan itu benar-benar tertuju pada apa
yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Rakyat juga ingin tahu apakah
benar terjadi kebobrokan di aparat kepolisian kita schingga rekening
gendut sebagian oknum perwira tinggi polisi benar-benar dapat diusut
tuntas tanpa pandang bulu. (kml)

HIMAP IP UMM memperluas kerjasama organisasi dengan
HMJ limu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang

oleh: Ni'matul Aulia

Program kerja (proker)
merupakan suatu tolak ukur
keberhasilan dalam menjalankan
suatu organisasi. Salah satu program
kerja yang baru dilaksanakan oleh
HIMAP (Himpunan Mahasiswa
Jurusan Ilmu Pemerintahan)
Universitas Muhammadiyah Malang
sekaligus program kerja di akhir masa
jabatan kepengurusan tahun 2016
adalah program Kunjungan Kerja dari
bidang Hubungan Mahasiswa
(Humas). Kunjungan kerja yang
dimaksud adalah kunjungan dari
HIMAP UMM ke HMIJ Ilmu
Pemerintahan Universitas

Ketua HIMAP IP UMM menyerahkan cindera mata kepada HMJ IP UNDIP

ingin mengetahui lebih jauh. Selain
nama-nama bidang yang unik,
program-program kerja dari HMJ IP
UNDIP juga sangat bagus. Salah satu
program kerja yang menarik adalah
pengawalan PKM dari Divisi
Research bidang PILAR (pendidikan
dan penalaran). Pengawalan PKM ini
dilakukan dengan mendiskusikan
secara bersama-sama PKM-PKM dari
mahasiswa dengan Tim Khusus PKM
dari BEMFA dan HMJ sehingga
meningkatkan peluang untuk lolos
seleksi PKM ke PIMNAS. Program
pengawalan PKM ini sangat

Diponegoro Semarang yang bertujuan

untuk membangun sinegritas yang berkualitas antar HMJ Ilmu
Pemerintahan. Kunjungan kerja ini juga diharapkan mampu untuk
meningkatkan kinerja HIMAP UMM kedepannya.

Program ini dilaksanakan pada hari Selasa, 02 Mei 2017 yang
bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Diponegoro Semarang. Peserta dari HIMAP yang mengikuti kunjungan
kerja ini berjumlah 21 orang dan didampingi langsung oleh Dosen Ilmu
Pemerintahan yaitu Bapak Ach. Apriyanto Romadhan. S.IP., M.Si
sekaligus mewakili Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Dalam
kunjungan kerja ini, HIMAP UMM diterima langsung oleh Ketua
Umum HMJ IP UNDIP Muhammad Lutfi Rohman serta Ketua
Departemen Politik dan Pemerintahan Ibu Dr. Dra. Kushandajani, MS.
Semangat kunjungan ini sebenarnya ingin bertukar ide dan gagasan
terkait dengan visi dan misi serta program kerja yang dimiliki oleh
masing-masing kedua belah pihak. Selain itu, yang tak kalah
pentingnya adalah membangun jejaring dan kerjasama antar organisasi.

Dalam kunjungan kerja ini banyak hal yang bisa diambil dan
dipelajari oleh kedua belah pihak. Dilihat dari struktur organisasi dan
manajerial HMJ IP UNDIP, penamaan bidang-bidang merupakan ciri
khas tersendiri seperti bidang MIKAT (minat dan bakat) dan PILAR
(pendidikan dan penalaran) yang membuat orang-orang penasaran dan
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membantu mahasiswa yang ingin
membuat karya ilmiah.

Selain itu di bidang Sosial dan Politik (SOSPOL) pada divisi
sosial masyarakat ada program sang pengabdi yaitu program yang
bertujuan untuk menjadikan mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang siap
untuk mengabdi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada
program ini diberikan pembekalan materi-materi dan pelatihan untuk
meningkatkan rasa kepemimpinan dan tanggung jawab dalam diri
mahasiswa. Dalam pelaksaan program-program kerja tersebut, HMJ IP
UNDIP juga dibantu dan diarahkan secara langsung oleh BEM Fakultas
dan pihak Jurusan sehingga program-program itu dapat direalisasikan
dengan efektif dan efisien. Sistem manajerial ini dapat dicontoh dan
diterapkan pada struktur HIMAP dan jurusan [Imu Pemerintahan UMM
sehingga program-program dari HIMAP maupun jurusan juga dapat
berjalan dengan sukses dan lancar.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan bukan hanya
menjadi ajang silaturrahmi untuk merekatkan solidaritas dan
membangun sinegritas antar HMJ Ilmu Pemerintahan tetapi juga
diharapkan mampu membawa perubahan dan peningkatan kualitas
kinerja pada masing-masing HMJ serta memperbaiki tata kelola
manajemen organisasi agar struktur organisasi dan program-program
kerja dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan lebih baik. (NA)
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INOVASI PROGRAM PSC (PUBLIC SAFETY CENTER)
DALAM MELAYANI KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Oleh: Fadilla Aldiena Lishandary

Sebagai kebutuhan mendasar, peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi agenda
sektoral, namun juga merupakan agenda masyarakat global,
hal ini tercermin dalam tujuan dan sasaran Sustainable
Development Goals (SDGS).Di Indonesia upaya penting
untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat diatur dalam UU No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan. Sebagai penyedia layanan kesehatan,
pemerintah dituntut untuk terus menerus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar lebih

biaya untuk melakukan penggilan atau penggunaan program
ini gratis walaupun menggunakan operator yang berbeda.
Dalam program PSC (Public Safety Center) memiliki
beberapa model inovasi diantaranya adalah keuntungan
relatif atau sebuah nilai kebaruan yang berbeda dari program
sebelumnya, kesesuaian yang dimaksud adalah dengan tidak
menghilangkan unsur program TEMS pada PSC (Public
Safety Center), yang terakhir adalah lintas sektor dimana
program PSC (Public Safety Center) juga mengikutsertakan
instansi selain RSUD dr. Iskak melainkan berkoordinasi

responsif, efisien dan efektif.Hal ini menuntut organisasi
pemerintah untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki
peran yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwasejak
pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, nasib dan kualitas hidup
masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik—buruknya
kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam pelayanan keschatan.
Kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masayarakat tergantung
pada tinggi-rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan
mereka, dengan mendukung serta membuat inovasi pelayanan publik
yang berkualitas, adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal. Namun
demikian dalam melakukan iniovasi pelayanan, penyelenggaraan
pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip seperti
kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,
tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses,
kedisplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan.

Dalam konteks desenralisasi, Pemerintah Kabupaten
Tulungagung membuat terobosan inovasi di bidang pelayananan
kesehatandengan menerbitkan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2015
tentangSistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu berbasais
teknologi informasi dan satelit. Seiring perkembangannya perbub
tersebut disempurnakan melaui Peraturan Bupati Nomor 30 tahun
2016, sebelumnya program berbasis kegawatdaruratan ini bernama
TEMS (Tulungagung Emergency Medical Center) namun karena
program sebelumnya hanya mencakup pada bidang kesehatan saja
maka bupati melakukan perubahan dengan membuat program PSC
(Public Safety Center).

PSC (Public Safety Center) merupakan inovasi pelayanan
kesehatan yang terintegrasi dengan kepolisian, unit pemadam
kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan cara
kerja yang hanya menekan call centre (0355) 320119 yang terpusat di
RSUD dr Iskak, Public Safety Centre (PSC) selaku operator akan
merespons cepat sekaligus mendeteksi lokasi penelefon dengan via
satelit sehingga dengan adanya program ini masalah penanggulangan
gawat darurat dapat teratasi dengan cepat dan efektif. Dalam pelayanan
program layanan ini di lapangan dibilang sangat baik karena respon
yang cepat dari operator dan langsung tanggap jika terjadi suatu
masalah baik dalam kegawatdaruratan bencana maupun masalah
keschatan. Saat terjadi kecelakaan lalulintas di daerah Rejoagung tim
PSC (Public Safety Center) langsung cepat tanggap saat korban
melakukan panggilan, dan segera memberikan pelayanan yang terbaik
untuk korban tentunya. Masyarakat juga sangat dimudahkan karena

dengan BPBD, Damkar maupun Polri.

Sejak diluncurkan PSC (Public Safety Center) tercatat kasus
kematian di Tulungagung mengalami penurunan drastis. Di antaranya
angka kematian kurang dari 24 jam di IGD turun dari 12,2 promil (per
seribu) menjadi 2,2 promil. Instalasi Gawat Darurat RSUD dr Iskak
Tulungagung juga mencatat angka kematian karena serangan jantung
turun 50% dan angka kesakitan karena serangan jantung turun 90%.
Selain kasus serangan jantung, kasus darurat kecelakaan lalu lintas dan
stroke masih menempati urutan teratas. Pasien pun dapat langsung
memperoleh penanganan pertama sebelum tim penjemput datang dan
memutuskan perlu tidak pasien atau korban dibawa ke rumah sakit.

Dengan kualitas kesehatan yang bagus, disokong tingkat rasa
aman dan nyaman yang baik, diharapkan angka harapan hidup
masyarakat Tulungagung lebih panjang. Dengan PSC (Public Safety
Center) pemerintah melakukan pelayanan jemput bola terhadap semua
keluhan yang muncul dari masyarakat. Selain itu, koordinasi menjadi
relatif lebih mudah karena RSUD dr Iskak Tulungagung merupakan
rumah sakit tipe B pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan regional
wilayah barat dan selatan Jawa Timur. Tercatat sejak Januari hingga
Juni 2016 jumlah pengguna nomor telepon (0355) 320119 sudah
mencapai 3.275 panggilan. Perinciannya bulan Januari ada 536
panggilan, Februari ada 543 panggilan, Maret ada 560 panggilan, April
ada 545 panggilan, Mei ada 552 panggilan, dan Juni ada 539 panggilan.
Data yang tercatat menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap
program PSC (Public Safety Center) yang belum ada setahun itu relatif
bagus. Selain itu, tidak sedikit daerah tingkat dua di Jawa Timur
maupun luar Jawadatang ke Tulungagung melakukan studi banding.
Namun pemerintah harus tetap melakukan sosialisasi guna
memperkenalkan program tersebut kepada seluruh masyarakat
Tulungagung.

Data diatas menunjukan bahwa inovasi pelayanan kesehatan
berbasis PSC (Public Safety Center) di Tulungagung memberikan
dampak signifikan terhadap tingkat kesehatan dan keselamatan
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kematian
baik akibat penyakit mendadak maupun bencana. Namun demikian
masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PSC (Public
Safety Center, sepertiterhambatnya kelancaran komunikasi di wilayah
pegunungan. Sebab tidak semua provider telepon genggam (signal)
bisa menjangkau dataran tinggi. Salah satu solusi yang ditawarkan
adalah menggunakan gelombang radio komunikasi (orari). Untuk itu
pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan evaluasi secara
berkala untuk memaksimalkan manfaat penerapan program tersebut
guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Tulungagung, khususnya di bidang kesehatan.
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Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Terhadap Pemerintah Kota Malang
Atas Perubahan Kebijakan Dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern

Oleh: Retno Kusumasari

Di era reformasi, di tengah bangsa Indonesia yang
terus melakukan perubahan dan pembangunan di segala
bidang, nasib pasar tradisional masih merana. Keberadaan
pasar tradisional terdesak dengan munculnya pasar modern
seperti mall dan minimarket yang berkembang pesat.
Sementara revitalisasi peran pasar tradisional yang
semestinya bias menjadi pilar pembangunan ekonomi
kerakyatan justru terabaikan dan tidak jarang manajemennya
salah urus. Banyak pasar tradisional setelah direnovasi justru
menjadi sepi dan ditinggalkan pedagang dan pembeli. Pasar
tradisional di Kota Malang mulai terusik keberadaannya dengan
hadirnya supermarket sejak dekade 1990-an seperti supermarket Mitra 1
dan 2, dan juga supermarket Gajah Mada yang pada saat itu sempat
merasakan kejayaannya sebelum akhirnya muncul para pesaingnya
yaitu peritel asing yang diperbolehkan masuk ke kota ini dan
membangun pusat perbelanjaan modern yang tak kalah megahnya di
dekade 2000-an seperti MATOS, MOG, Carefour, dan juga
Hypermart. Pada tahun 2012, data dari Dinas Perdagangan Kota
Malang mencatat bahwa terdapat 91 ritel modern berbentuk minimarket
yakni 57 Indomartdan 37 berbentuk Alfamart dan jumlah swalayan
modern di wilayah Kota Malang telah melebihi batas ideal yang
seharusnyaantara 18-20 lokasi.

Fenomena tergerusnya keberadaan pasar tradisional ini akhirnya
mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun dari
pemda setempat, khususnya Kota Malang. Akhirnya pemerintah pusat
mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.53
Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan dilakukan
pembenahan terhadap pasar tradisional. Kemudian niat baik pemerintah
pusat tersebut disambut baik oleh Pemkot Malang dengan mengeluarkan
KeputusanWalikota Malang Nomor: 188.45/249/35.73.112/2009
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar
Dinoyo pada tanggal 9 Juni 2009.

Profil Alumni

Tetapi pandangan pedagang terhadap agenda
pembangunan ini tidak sejalan dengan Pemerintah Kota
Malang. Pada tahap awal investor berencana membangun
hanya dua lantai, namun investor merubah rencana tersebu
tmenjadi lima lantai. Hal tersebut tentu akan menambah
pedagang baru dan juga menambah kompetitor yang dapat

| mengurangi konsumen dari para pedagang. Dari aspek fisik
| bangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
5, pedagang yaitu hanya dua lantai, sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati yaitu jumlah lantai yang akan
dibangun hanya dua, dengan investor menambah jumlah lantai tersebut
menjadi lima lantai, ada indikasi bahwa lantai atasnya akan disewakan
kepada pihak pasar modern seperti di PasarBesar Malang (PBM).

Awal penyebab dari munculnya resistensi Pedagang Pasar
Blimbing ini disebabkan oleh pedagang tidak dilibatkan dalam proses
perencanaan pembangunan Pasar, pedagang hanya dijadikan sebagai
objek pembangunan. Selain itu pada pembuatan site plan, awalnya letak
Pasar Tradisional diletakkan dibelakang, hal tersebut membuat
pedagang tidak setuju karena merasa seolah-olah pasar tradisional hanya
menganggu keindahan tata ruang modern. Akibat dari hal tersebut
pedagang melakukan resistensi terhadap Pemerintah Kota Malang
dalam bentuk demonstrasi. Dari pihak investor ada beberapa kebutuhan
dasar pedagang yang belum dipenuhi salah satunya adalah pedagang
belum dibuatkan lapak-lapak di Tempat Penampungan Sementara (TPS)
untuk berjualan oleh investor yang berlokasi di bekas Stadion Blimbing.
Karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar pedagang tersebut,
pedagang melakukan resistensi dengan melakukan pengaduan kepada
Gubernur Jawa Timur, Ombudsman, dan Komnas HAM dengan
melakukan pengaduan tersebut sekaligus juga menjadi solusi untuk
pedagang. Resistensi pedagang tersebut menyebabkan terhambatnya
proses relokasi dan juga terhambat dalam proses pembangunan Pasar
Blimbing.

MODEL KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT

DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS
(Studi di Kampung Wisata Tani Kelurahan Temas Kota

Oleh : lva Oktavianti (201310050311118)

Melihat besarnya peran dan kontribusi pariwisata, P
menjadikannya sebagai salah satu sektor andalan dalam {3
meningkatkan perekonomian negara. Salah satu wujud
pembangunan parwisata yaitu pengembangan yang
mengikutsertakan komunitas masyarakat lokal.
Pengembangan pariwisata berbasis komunitas diharapkan
dapat memberikan kontribusi secara signifikan sehingga
berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat g
lokal. Pariwisata berbasis komunitas merupakan salah satu
alternatif untuk mengatasi ekonomi lokal dan juga upaya
dalam mendukung kebijakan dari pemerintah. Kebijakan
publik yang di buat berdasarkan atas musyawarah dan
melibatkan masyarakat secara luas, dimana pemerintah
sebagai fasilitator agar masyarakat dapat membuat keputusan secara
mandiri dan dampaknya akan secara langsung mereka rasakan.

Kota Batu merupakan kota utama dalam pengembangan
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|| wisata di Jawa Timur. Hal ini selaras dengan Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kota Batu yang mana pengembangannya
| saat ini mengarah pada perkembangan kota sebagai sentra
|| pertanian, sentra wisata dengan ikon Kota Batu sebagai “Kota
8 Wisata”. Dari kontur ketinggian tanah, Kota Batu berada pada
ketinggian +800 meter diatas permukaan laut yang di dukung
© dengan sejuknya udara pegunungan, schingga semakin
menambah kondusifnya usaha pertanian, dan efek tanah
8 endapan vulkanik yang menjadikan struktur tanah di wilayah
ini subur untuk pengembangan pariwisata di bidang pertanian.

Kelurahan Temas adalah salah satu dari 30
" desa/kelurahan yang menjadi lokasi sasaran dari program
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di
Jawa Timur sejak tahun 2008. Selain sumber daya alam yang
mendukung, menjadikan satu kesatuan yang terintegrasi untuk
menunjang pembangunan Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas.
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Objek wisata yang ditawarkan di KWT meliputi wahana petik sayur,
tersedianya dapur untuk mengolah hasil sayuran,serta tersedianya home
stay bagi pengunjung Kampung Wisata Tani. Dengan luas wilayah 7200
m’tidak hanya objek wisata petik sayur saja yang ditawarkan, tetapi juga
di dukung wisata petualangan antara lain wisata berkuda, donat boat,
lapangan sepak bola, serta wisata religi yang juga merupakan salah satu
potensi unggulan yang ditawarkan oleh Kelurahan Temas.

Program PLPBK merupakan kegiatan penataan lingkungan
permukiman dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam
kegiatan ini disusun 3 dokumen perencanaan oleh masyarakat yang
diwakili oleh TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dan didampingi
oleh tenaga ahli. Tiga dokumen tersebut meliputi, dokumen RPLP
(Rencana Penataan Lingkungan Permukiman),dokumen RTPLP
(Rencana Tindak Lanjut Penataan Lingkungan Permukiman) dan
dokumen AB (Aturan Bersama). Ketiga dokumen diatas akan dijadikan
panduan dalam implementasi perencanaan yang sudah disepakati.
Dokumen sebagai pedoman memang merupakan suatu langkah bagus,
sebagai bentuk syarat-syarat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sehingga melalui dokumen perencanaan ini, merupakan
langkah kolektif dari pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan desa wisata dilatarbelakangi oleh beberapa
tujuan diantaranya adalah konsep dari destinasi wisata yang berbeda
antara desa satu dengan desa yang lainnya. Setiap desa harus memiliki
satu potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai usaha meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 serta misi dari Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang termaktub ke dalam
Rencana Induk PengembanganDesa Wisata bahwa di dalam
pengembangan desa wisata harus berdasarkan karakteristik potensi dan
masyarakat.

Lebih lanjut, pencetusan Kampung Wisata Tani selaras dengan
kondisi alam di Kelurahan Temas yang didominasi oleh sebagian besar
profesi masyarakat sebagai petani. Dengan harapan wisatawan merasa
seperti berada di kawasan perdesaan dengan lebih mengenal kebudayaan
khas Jawa Timur yang dikemas dalam event bertemakan kearifan lokal
yang diselenggarakan oleh Kampung Wisata Tani. Pengembangan
Kampung Wisata Tani menghubungkan antara perjalanan wisata alam
yang memiliki visi dan misi terhadap kecintaan lingkungan. Hal ini
terjadi karena keuntungan finansial yang nantinya di dapat dari
perjalanan wisata digunakan untuk pengembangan wisata serta untuk
kesejahteraan penduduk lokal. Selanjutnya, Kampung Wisata Tani juga
diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal masyarakat Temas
serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan
demografi wilayah setempat.

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta perannya
sebagai aktor yang berwenang dalam bidang pariwisata, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu berupaya mengembangkan
Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas melalui workshop.Dalam
proses pengembangan desa wisata melalui destinasi Kampung Wisata
Tani yang berada di Kelurahan Temas, keterlibatan antar aktor
pemerintah juga sangat dibutuhkan. Melalui strategi yang dilakukan
oleh pemerintah antara lain dengan memperkuat komunitas di sekitar
destinasi. Pihak yang terlibat dalam pengembangan kampung wisata tani
di Kelurahan Temas terdiri dari dua aktor yakni pemerintah dan
masyarakat. Pemerintah selain berperan di dalam menjamin agar
komunitas memiliki aksesibiltas, kontrol yang kuat, serta kesempatan
dan kekuatan dalam pengembangan kampung wisata tani melalui
regulasi. Regulasi merupakan alat bagi pemerintah dalam menjamin
stakeholder pariwisata tetap berperilaku dalam koridor kebijakan
pariwisata yang telah ditetapkan atau menuruti ketentuan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Batu dalam mempromosikan Kampung Wsiata Tani
terlihat pada layar lebar yang berada di depan alun-alun Kota Batu dan di
persimpangan jalan Batu-Mojokerto. Di layar tersebut jelas terlihat
peran pemerintah dalam mempromosikan produk unggulan Kelurahan
Temas. Tema yang diangkat pemerintah Kota Batu dalam kegiatan
promosi adalah berkaitan dengan keunggulan yang dimiliki Kelurahan
Temas, yaitu berhubungan dengan keindahan dan panorama alam serta
iklim udara yang sejuk yang dapat memberikan kenyamanan bagi
wisatawan yang berlibur. Dalam promosi tersebut ditampilkan
mengenai potensi dan keunggulan dari semua sektor pariwisata, yang di
dukung pula dengan gambar-gambar yang sesuai dengan realita di
kampung wisata tani. Hal ini sangat penting untuk menarik minat calon
wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata ke kelurahan temas.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan menunjukkan bahwa
dampak kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan
masyarakat Kelurahan Temas masih berbentuk steering committee yang
mana masih mencerminkan struktur pengelolaan tidak sepenuhnya
melibatkan masyarakat setempat. Di dalam pengembangan tersebut
masih dijumpai unsur-unsur pemerintah, baik sebagai pelindung,
maupun scbagai Pembina. Masuknya unsur pemerintah dalam
pengembangan Kampung Wisata Tani merupakan satu cara atau teknik
yang dikembangkan untuk tetap ikut di dalam pengelolaan
pengembangan pariwisata. Pengaturan sepenuhnya diserahkan oleh
masyarakat setempat (bekerja sama dengan anggota lain) seperti BKM
baik pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan
masalah, implementasi, maupun pengawasan.

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

Menjadikan Program Studi [lmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan
yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan untuk mendukung
terwujudnya Effective Government sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

@

m 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan
keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada
pemerintahan daerah (local government).

. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung ter-
wujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (effective government).

. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).

. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan
informasi (TCI).

. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan
pemerintahan yang berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

1. Menguasai dasar-dasar [lmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara

komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya
(civil society).

5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan
dan praktisi [lmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
J1. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail:pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa
Khusus Yatim / Yatim-Piatu; Program Beasiswa PPUT;Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

a. Mengisi biodata peserta secara online pmb.umm.ac.id

b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464
(Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/
e-Banking)

. Formulir cetak online dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan
dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: UPT PMB Universitas
Muhammadiyah Malang JI. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan email.
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